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Abstract 
This research aimed at determining the effect of disparity, the independence of judges, and  
understanding the efforts in minimizing the possible disparity of narcotic crime. This research used 
normative method elaborated by some research approaches such as Statute Approach, Conceptual 
Approach, and Comparative Approach. Independence of Judges has established disparity in 
punishment because in determining the sentences, the judge is free from intervention of any party. 
The judge is also free to explore, understand and comprehend the values of justice and shall assess  
good and bad behaviors of each candidate convicted subjectively. With the model of criminal 
threats that applied in Indonesia, disparity in punishment cannot be avoided. Therefore, in order to 
minimize the possible disparity, the judge must have the same understandings and principles in 
determining punishment. 
Keywords: Disparity in Punishment; Narcotic Abuse 
Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) 
Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, 
yang artinya Indonesia sebagai negara hukum 
idealnya dalam melakukan tindakan apapun 
harus berlandaskan dan berdasarkan hukum 
serta harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum. Hal tersebut harus 
disinergikan oleh pemerintah, lembaga-
lembaga negara dan seluruh lapisan 
masyarakat sehingga dapat mewujudkan 
ketertiban hukum.  
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 Ayat 
(2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam 
menentukan pemberian pidana, dimana 
keputusan hakim tersebut tidak dapat 
diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari 
intervensi lembaga apapun. Dengan 
kebebasan kehakiman inilah, maka 
diharapkan agar keadilan dapat tercipta 
sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta 
keadilan sosial dalam masyarakat.  
Disparitas pemidanaan sangat erat 
kaitannya dengan kebebasan hakim dalam 
memutus perkara dari beberapa terdakwa 
yang melakukan tindak pidana yang sama. 
Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap beberapa 
terdakwa yang melakukan tindak pidana 
yang sama, Sudarto mengatakan bahwa 
kebebasan hakim dalam menetapkan pidana 
tidak boleh sedemikian rupa, sehingga 
memungkinkan terjadinya ketidaksamaan 
yang mencolok, dan akan mendatangkan 
perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi 
masyarakat, maka pedoman memberikan 
pidana dalam KUHP sangat diperlukan, 
sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan 
tersebut meskipun tidak dapat 
menghapuskannya sama sekali. Disparitas 
pemidanaan memang sangat sulit untuk 
dihilangkan, Hazewinkel Suringa dan 
Remmelink menyimpulkan bahwa soal 
penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak 
akan memberi pemecahan yang memuaskan, 
ia sukar memungkinkan adanya garis tetap 
untuk itu. Olehnya itu, untuk menghilangkan 
disparitas pidana sama sekali adalah tidak 
mungkin, yang perlu diusahakan adalah 
pemidanaan yang tepat dan serasi. Dalam hal 
ini, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 
mencapai uniformitas mutlak, karena 
bertentangan dengan prinsip kebebasan 
hakim, aturan batas maksimal dan minimal 
pemidanaan dan bertentangan pula dengan 
rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam 
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keadaan seperti ini, untuk dapat menempuh 
jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan 
menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok 
bukanlah untuk memberikan pidana yang 
sama, tetapi untuk berusaha dengan 
menggunakan kata-kata almarhum Robert 
Kennedy “bukan menjadikan pidana yang 
sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan 
yang serasi”. 
Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 
menegaskan bahwa, “Dalam hal Penyalah 
guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika, Penyalah guna 
tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial”. Kata wajib dalam 
bunyi undang-undang tersebut merupakan 
suatu hal yang harus dilakukan dan 
diwujudkan. Namun, tidak sedikit korban 
penyalah guna narkotika yang seharusnya 
menjalani rehabilitasi baik medis maupun 
sosial malah dijatuhi sanksi pidana. 
Norma hukum dalam fungsinya sebagai 
perlindungan kepentingan manusia, 
mempunyai tujuan. Hukum mempunyai 
tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan 
pokok hukum adalah mencapai tatanan 
masyarakat yang tertib menciptakan 
ketertiban dan keseimbangan. Dengan 
terciptanya ketertiban dalam masyarakat 
diharapkan kepentingan manusia akan 
terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu 
hukum bertugas membagi hak dan kewajiban 
antara perorangan di dalam masyarakat, 
membagi wewenang dan mengatur cara 
memecahkan masalah hukum serta 
memelihara kepastian hukum.  
Hak-hak warga negara adalah 
merupakan hak-hak asasi manusia yang 
dilindungi dan dijamin oleh negara 
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yakni: Hak 
atas pengakuan, jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil dan perlakuan 
yang sama di depan hukum (equality before 
the law). Namun kenyataannya dalam proses 
penjatuhan pidana khususnya dalam perkara 
penyalahgunaan narkotika telah terjadi 
disparitas. Dimana sepengetahuan penulis 
terdapat beberapa putusan hakim yang 
berbeda antara terpidana satu dengan yang 
lainnya walaupun dengan kasus yang sama 
dengan dasar pemidanaan yang sama pula. 
Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan 
direfleksikan dalam suatu adagium hukum 
fiat justitia et oereat mundus. Keadilan harus 
menjadi “value that a lawyer should be ready 
to stand and to die for” dalam praktik 
penegakkan hukum. Keadilan senantiasa 
mengandung unsur penghargaan, penilaian 
dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme 
bekerjanya hukum digambarkan sebagai 
suatu neraca keadilan. Keadilan menuntut 
bahwa dalam keadaan yang sama setiap 
orang harus menerima bagian yang sama 
pula. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang 
masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka penulis merumuskan masalah yang 
relevan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pengaruh Independensi 
Hakim terhadap Disparitas Pemidanaan? 
2. Bagaimana upaya untuk meminimalisir 
terjadinya Disparitas Pemidanaan Tindak 
Pidana  Narkotika? 
METODE  
 Adapun jenis penelitian yang 
digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian yaitu 
Pendekatan Undang–undang Pendekatan 
Konseptual, Pendekatan Perbandingan. Hasil 
analisisnya akan disimpulkan dengan metode 
deduktif, metode ini digunakan untuk 
mengambil kesimpulan dari gambaran umum 










HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaruh Independensi Hakim 
Terhadap Disparitas Pemidanaan 
 
Kekuasaan Kehakiman 
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman 
(selanjutnya akan disebut dengan istilah 
“Independensi”) memang sudah sejak lama 
dipandang perlu dalam sistem peradilan, 
tetapi konsep tersebut tidak memperoleh 
perhatian yang cukup berarti dalam 
praktiknya. Namun demikian, independensi 
kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep 
telah mendapat perhatian penuh dan menjadi 
bahan kajian. Pada dasarnya negara-negara di 
dunia mengakui pentingnya independensi 
kekuasaan kehakiman untuk diterapkan di 
negara masing-masing, tentunya harus 
berdasarkan landasan teoretis dan filosofis 
masing-masing negara. Keynote Speech 
Ketua Mahkamah Agung dalam suatu diskusi 
yang berjudul “Hakim sebagai pemegang 
mandat yang sah menerapkan dan/atau 
menafsirkan tegaknya hukum”. Disampaikan 
pada diskusi panel. Kebebasan hakim dalam 
negara Indonesia yang berdasarkan atas 
hukum yang diselenggarakan di Jakarta pada 
tanggal 27 dan 28 Maret 1995. Secara umum, 
pendekatan teoretis tentang independensi 
kekuasaan kehakiman, seputar ajaran 
kepastian hukum dan keadilan hukum. 
Apabila mencermati perkembangan teori 
kebebasan hakim, terlihat bahwa kekuasaan 
kehakiman sangat diperlukan untuk 
menjamin hak-hak asasi dalam 
mempertahankan keadilan yang merupakan 
unsur terpenting dalam negara demokrasi. 
Menurut Oemar Seno Adji, independensi 
kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari 2 
(dua) sudut, yaitu: independensi zakelijk atau 
fungsional, dan independensi persoonlijk 
atau rechtspositionele. Kekuasaan kehakiman 
yang independen, menjadi prasyarat 
peradilan yang fair dan tidak berpihak 
(fairness dan impartial) untuk penegakan 
hukum yang benar dan adil. Inilah makna 
utama lepas dari segala pengaruh pemerintah. 
Kekuasaan kehakiman yang independen 
menuntut sistem peradilan yang terbuka 
(openness), menjamin kepastian (certainty), 
prediktibilitas (predictability), serta dapat 
dipercaya (trusteship). 
Independensi hakim diperlukan untuk 
kepentingan hukum itu sendiri baik hukum 
formil maupun hukum materil. Imparsialitas 
hakim terlihat pada gagasan bahwa para 
hakim akan mendasarkan putusannya pada 
hukum dan fakta-fakta di persidangan. 
Olehnya itu, independensi dibatasi oleh 
rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral 
dan etika, transparansi serta pengawasan. 
Menurut hemat penulis, Independensi Hakim 
berpengaruh terhadap lahirnya Disparitas 
Pemidanaan. Dalam menjatuhkan 
pemidanaan hakim bebas dari intervensi 
pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas 
untuk menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai 
sifat baik dan jahat masing-masing calon 
terpidana secara subjektif. Akhirnya dengan 
model ancaman pidana yang diterapkan di 
Indonesia, maka Disparitas Pemidanaan tidak 
dapat dihindari. 
 
Disparitas Penerapan Pemidanaan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika 
Kejahatan Narkotika sebagai salah satu 
Transnational Organized Crime, telah lama 
mengancam semua Negara di dunia, 
termasuk Indonesia. Namun semua Negara di 
dunia mengalami banyak kesulitan dalam 
pencegahan dan pemberantasannya, karena 
dilakukan oleh organisasi kriminal (sindikat) 
secara sangat tertutup, dengan jaringan yang 
luas, mobilitas tinggi, dukungan keuangan 
yang kuat, dan sangat sulit dipenetrasi oleh 
aparat penegak hukum. Selain itu, organisasi 
kriminal Narkotika sangat kejam terhadap 
lawan-lawan mereka bahkan membunuh 
adalah hal yang biasa bagi mereka. 
Menurut Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 
(1): Narkotika adalah zat atau obat yang 
176 e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016 hlm 173-183              ISSN: 2302-2019 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Apabila kita 
baca dengan seksama Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
mengadung ironi. Bayangkan, seorang pelaku 
kejahatan narkotika yang dikategorikan 
pecandu, korban penyalahgunaan dan 
residivis bisa menghindar dari hukuman 
penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi. 
Sedangkan seseorang yang hanya karena 
tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke 
polisi bisa masuk penjara. Padahal, saksi 
yang tidak melaporkan kasus narkotika 
mungkin orang yang tidak ada hubungannya 
sama sekali dengan tindak pidana itu. 
Mungkin juga orang yang tahu ada tindak 
pidana tetapi tidak berani melapor karena 
alasan tertentu. Bagaimana mungkin pemakai 
narkotika tak dihukum penjara, sedangkan 
orang yang tak terlibat sama sekali bisa 
terancam pidana penjara satu tahun dan 
denda maksimal 50 juta rupiah “Itu sebuah 
ironi,” kata AKBP Djumadi R, Kanit II 
Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri, 
di sela-sela seminar ‘Penerapan Diversi Bagi 
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum di 
Jakarta. Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika mengancam 
siapapun yang tak melaporkan tindak pidana 
narkotika ke aparat penegak hukum. 
Sebaliknya, pasal 54 Undang-undang ini 
mewajibkan tindakan rehabilitasi medis dan 
sosial terhadap pecandu dan korban 
penyalahgunaan narkotika. “Pecandu harus 
diselamatkan dari pengaruh buruk 
narkotika,” kata mantan Jaksa Agung Basrief 
Arief, saat membuka acara tersebut. 
Kajian Badan Narkotika Nasional 
(BNN) dan Universitas Indonesia malah 
memperkirakan ada 5,1 sampai 5,6 juta orang 
pengguna narkotika pada 2015 mendatang. 
Jumlah perkara narkotika yang ditangani 
kepolisian setiap tahun juga di atas 20 ribu 
sejak tahun 2007 silam. Kondisi itu pula yang 
dikhawatirkan oleh mantan Kabareskrim 
Mabes Polri yakni Suhardi Alius, saat 
pemusnahan barang bukti sabu 215 kilogram 
di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, 
mengkhawatirkan dampak penyalahgunaan 
narkotika dan obat-obatan terlarang. “Bisa 
kita bayangkan berapa banyak generasi muda 
yang rusak”.  Tahun 2014 hingga November 
saja, Mabes Polri sudah menangani 26.561 
kasus narkoba dengan 32.892 orang 
tersangka. Mabes Polri menggunakan 
pendekatan pemberantasan, terutama 
terhadap pelaku penyelundupan narkotika 
lintas negara. Perbuatan ini, kata dia, tidak 
bisa ditoleransi. Aparat kepolisian diminta 
bertindak tegas sesuai koridor hukum. "Saya 
sudah instruksikan kepada seluruh personil 
yang menangani kasus narkoba untuk 
mengambil langkah yuridis, dan bisa 
dipertanggungjawabkan dan teknisnya benar 
dia melakukan tindakan tegas," pungkasnya. 
Di tengah pendekatan pemberantasan itu, 
polisi tak menampik kemungkinan diversi 
atau rehabilitasi kepada pecandu narkotika. 
Banyak keluarga korban yang meminta 
kepada polisi agar tersangka narkotika 
direhabilitasi saja, dan perkaranya tak 
diteruskan ke pengadilan. Tapi, banyak yang 
ditolak. Sebaliknya apabila kita melihat 
banyak pengedar, memproduksi, mengimpor, 
mengekspor atau menyalurkan Narkotika di 
penjara hingga mati (vide pasal 113 UU no. 
35 tahun 2009), tapi apa yang terjadi para 
napi tersebut bukannya jera, sadar tapi malah 
menjadi-jadi tetap saja memproduksi, 
memasarkan walaupun berada di penjara. Hal 
ini perlu di sadarai bahwa para pengedar 
yang dihukum mati atau seumur hidup diluar 
masih punya kaki tangan dan punya pasar 
sehingga para pengedar tersebut tidak mau 
putus begitu saja dan menyadari bahwa untuk 
membalas terhadap hukuman tersebut mau 
tidak mau harus tetap memproduksi, apabila 
ketahuan tidak mungkin akan di jatuhi pidana 
lagi, oleh karena itu Solusi yang paling tepat 




adalah hukuman mati harus segera 
dilaksanakan. 
Pendekatan tekstual sering mengalami 
kemunduran. Pada pasal “omisi” atau delik 
pasif dengan “tidak melaporkan tindak 
pidana narkotika”, terdapat suatu keadaan 
yang bisa disebut pasal yang tidak sempurna 
(lex premature). Namun demikian perlu 
reformulasi untuk pasal tersebut agar 
difokuskan terhadap “tidak melaporkan 
tindak pidana peredaran narkotika”. Artinya 
bahwa pasal “tidak melaporkan tindak pidana 
narkotika” dapat diterapkan khusus untuk 
peredaran gelap narkotika. Jadi diharapkan 
penegakan hukumnya lebih tertata dan fokus 
pada perbaikan penegakan hukum dari sisi 
penerapan hukum pada putusan hakim. 
Terdakwa yang didakwa dengan 
dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 112 
Ayat (1) atau kedua Pasal 114 Ayat (1) 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 
Tentang Narkotika, pada saat pemeriksaan 
persidangan terbukti terdakwa adalah selaku 
penyalah guna/pecandu, tetapi tidak 
didakwakan dalam dakwaan Penuntut 
Umum, apakah Hakim dapat menjatuhkan 
Putusan diluar Pasal yang didakwakan oleh 
Penuntut Umum. Olehnya itu, harus ada 
keseragaman persepsi Hakim terhadap 
masalah ini dan terhadap terdakwa yang 
terbukti sebagai pecandu narkotika maka 
terhadapnya dapat direhabilitasi sedangkan 
terhadap terdakwa yang terbukti sebagai 
penyalah guna narkotika maka terhadap 
terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan 
Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. 
Dalam perkara narkotika, Minimnya 
saksi yang diajukan di persidangan, biasanya 
hanya dari pihak Kepolisian saja itupun 
terkesan ada rekayasa. Hal mana disebabkan 
kadang saksi polisi juga terlibat dan turut 
serta bahkan menjadi bagian sebagai pelaku 
dalam melakukan tindak pidana narkotika 
tersebut, namun tidak pernah diajukan 
sebagai saksi apalagi sebagai terdakwa. 
Idealnya hakim dapat memerintahkan 
penuntut umum untuk mengajukan polisi 
yang terlibat tersebut agar didudukan sebagai 
terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan 
yang adalah merupakan tujuan hukum. 
Disparitas pemidanaan menurut 
Harkristuti Harkrisnowo dibagi menjadi 4 
(empat) kategori yakni: (1) Disparitas antara 
tindak-tindak pidana yang sama; (2) 
Disparitas antara tindak-tindak pidana yang 
mempunyai tingkat keseriusan yang sama; 
(3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh 
satu majelis hakim; (4) Disparitas antara 
pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. 
Terkait disparitas antara tindak-tindak pidana 
yang sama, hal ini berkaitan dengan putusan-
putusan pengadilan yang penulis bahas dalam 
artikel ini. Terdapat disparitas pemidanaan 
dalam tindak pidana narkotika yang mana 
pelaku melakukan tindak pidana, namun 
diberikan sanksi yang berbeda. Ada beberapa 
pelaku tindak pidana narkotika yang 
dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. 
Tidak satupun ketentuan perundang-
undangan yang secara tegas mengatur 
tentang disparitas pemidanaan, sehingga 
memang disparitas pemidanaan tidak 
dilarang. Akan tetapi, hakim dalam 
menjatuhkan pidana yang berbeda jangan 
disparitas pidana yang mencolok. 
Dampak Disparitas Pidana 
Disparitas pidana akan berakibat fatal, 
apabila dikaitkan dengan “correction 
administration”. Terpidana yang setelah 
memperbandingan pidana kemudian merasa 
menjadi korban “the judicial caprice”, akan 
menjadi terpidana yang tidak menghargai 
hukum, padahal penghargaan terhadap 
hukum tersebut merupakan salah satu target 
dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan 
tampak suatu persoalan yang serius, sebab 
akan merupakan suatu indikator dan 
manifetsasi daripada kegagalan suatu sistem 
untuk mencapai persamaan keadilan di dalam 
negara hukum dan sekaligus akan 
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melemahkan kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem peradilan pidana. 
Suatu paper yang disiapkan oleh 
Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada 
tahun 1965, menegaskan pula bahwa: 
“In most countries there is, admittedly, a 
varying degree of disparity and inconsistency 
in the sentencing process and this tends to 
engender disrespect and even contempt for 
the law”. 
Sesuatu yang tidak diharapkan akan 
terjadi bilamana disparitas pidana tersebut 
tidak dapat diatasi, yakni timbulnya 
demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di 
kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih 
berat daripada yang lain di dalam kasus yang 
sebanding. Disparitas pemidanaan tidak 
dapat dihilangkan sama sekali yang dapat 
dilakukan yakni dengan meminimalisir 
terjadinya disparitas itu. 
James V. Bennet dalam hal ini 
menyatakan bahwa: 
“sentence fails to stimulate a respect for the 
law among the very persons whom the law is 
supposed to teach that respect”. 
Selanjutnya, Bennet menyatakan hal ini 
masuk akal, sebab: 
“The prisoner who must serve his excessively 
long sentence with other prisoners who 
receive relatively mild sentences under the 
same circumstances cannot be expected to 
accept his situation with equinamity. And the 
more fortunate prisoners and justice on their 
luck to e sense of fairness and justice on the 
part of the law but to its whimsies. The 
existence of such dispariteis it is one of the 
reasons why prisons often fail to bring about 
an improvement in the social attitudes of its 
charges”. 
Berbeda halnya dalam tindak pidana 
pemerkosaan yang terjadi disparitas 
pemidanaan. Dalam hal ini, pelaku 
pemerkosaan tidak dapat direhabilitasi dan 
dalam KUHP tidak mengatur hal tersebut. 
Sehingga perlakuan terhadap kedua tindak 
pidana ini juga harus berbeda karena dampak 
yang ditimbulkan juga berbeda. 
Faktor-faktor Penyebab Disparitas 
Mengingat kompleksitas daripada 
kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan 
bahwa masalah pemidanaan hanyalah 
merupakan salah satu sub sistem di dalam 
sistem peradilan hukum pidana, maka 
sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor-
faktor tersebut bersifat multi kasual dan multi 
dimensional. Pertama-tama dapat 
dikemukakan bahwa disparitas pidana 
tersebut dimulai dari hukum sendiri. Di 
dalam hukum pidana positif Indonesia, 
Hakim mempunyai kebebasan yang sangat 
luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) 
yang dikehendaki, sehubungan dengan 
penggunaan sistem alternatif di dalam 
pengancaman pidana di dalam Undang-
undang. Sebagai contoh, adalah perumusan 
Pasal 188 KUHP dan Pasal 134 Ayat (1) 
Undang-undang Narkotika sebagaimana telah 
dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Dari 
bunyi pasal tersebut, tampak bahwa beberapa 
pidana pokok sering kali diancamkan kepada 
pelaku perbuatan pidana yang sama secara 
alternatif, artinya hanya satu di antara pidana 
pokok yang diancamkan tersebut dapat 
dijatuhkan Hakim dan hal ini diserahkan 
kepadanya untuk memilih sendiri manakah 
yang paling tepat. Di samping itu, Hakim 
juga mempunyai kebebasan untuk memilih 
beratnya pidana (strafmaat) yang akan 
dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh 
pengundang-undang hanyalah maksimum 
dan minimumnya. Sebagai penjelasan dapat 
dikemukakan di sini Pasal 12 Ayat (2) KUHP 
yang menyatakan bahwa pidana penjara 
selama waktu tertentu paling pendek adalah 
satu hari dan paling lama lima belas tahun 
berturut-turut. Selanjutnya, mengenai pidana 
kurungan Pasal 18 Ayat (1) KUHP 
menyatakan bahwa kurungan paling sedikit 
adalah satu hari dan paling lama satu tahun. 
Di samping minimum umum dan maksimum 
umum tersebut, pada setiap pasal tindak 
pidana dicantumkan maksimum khususnya 
(untuk masing-masing tindak pidana). 
Misalnya, Pasal 362 KUHP yang mengatur 




tindak pidana pencurian mencantumkan 
ancaman pidana 5 tahun penjara sebagai 
maksimum khusus. Dalam batas-batas 
maksima dan minima tersebut hakim bebas 
bergerak untuk mendapatkan pidana yang 
tepat. 
Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, Sudarto menyatakan sebagai berikut: 
“KUHP kita tidak memuat pedoman 
pemberian pidana (straftoemetingsleiddraad) 
yang umum, ialah suatu pedoman yang 
dibuat oleh pembentuk undang-undang yang 
memuat asas-asas yang perlu diperhatikan 
oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang 
ada hanya aturan pemberian pidana 
(srarftoemetingsregels)”. Setelah ditinjau 
secara mendalam faktor penyebab disparitas 
pidana yang bersumber kepada hukum 
sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara 
ideologis dapat dibenarkan tetapi dilain pihak 
mengandung kelemahan-kelemahan 
berhubung adanya “judicial discretion” yang 
terlalu luas karena tidak ada “sentencing 
standards”, maka di bawah ini penulis akan 
membahas faktor-faktor penyebab disparitas 
yang bersumber pada diri Hakim, baik yang 
bersifat internal maupun eksternal. 
Sifat internal dan eksternal ini kadang-
kadang sulit dipisahkan, karena sudah 
terpadu sebagai atribut seseorang yang 
disebut sebagai “human equation” atau 
“personality of the judge” dalam arti luas 
yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar 
belakang sosial, pendidikan, agama, 
pengalaman, perangai dan perilaku sosial. 
Hal-hal tersebut seringkali memegang 
peranan penting di dalam menentukan jenis 
dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan 
pidananya sendiri dan kepribadian dari 
pelaku tindak pidana yang bersangkutan. 
Hasil wawancara penulis dengan salah 
satu Hakim di Pengadilan Negeri Palu, yaitu 
Bapak Muhammad Nur Ibrahim, yang sudah 
beberapa kali memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara Tindak Pidana Narkotika 
yang mengalami disparitas pemidanaan, 
Beliau mengatakan bahwa, “Disparitas 
pidana terjadi karena tidak adanya 
konsistensi dan keseragaman pemahaman 
hakim dalam memutus suatu perkara 
khususnya tindak pidana narkotika, sebab 
kebebasan hakim yang terlalu luas” 
Analisa Disparitas Putusan Hakim dalam 
Kasus Tindak Pidana Narkotika Perkara 
Nomor 288/Pid.Sus/2014/PN Pal, Nomor 
289/Pid.Sus/2014/PN Pal dan Nomor 
398/Pid.Sus/2014/PN Pal    
Analisa hukum antara Putusan Nomor 
288/Pid.Sus/2014/PN Pal, Nomor 
289/Pid.Sus/2014/PN Pal dan Nomor 
398/Pid.Sus/2014/PN Pal  dihubungkan 
dengan Teori Keadilan oleh Aristoteles yang 
dimaknai sebagai kesamaan dihadapan 
hukum yang menjelaskan bahwa prinsip 
utama dari pandangan Aristoteles ini adalah 
keadilan harus dipahami dalam pengertian 
kesamaan, di mana kesamaan tersebut 
dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu 
kesamaan numerik dan kesamaan 
proporsional. Kesamaan numerik adalah 
mempersamakan setiap manusia sebagai satu 
unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami 
bahwa semua manusia adalah sama 
dihadapan hukum.  
Pertama, Perkara Nomor 
288/Pid.Sus/2014/PN Pal dan Nomor 
289/Pid.Sus/2014/PN Pal, pada tingkat 
penyidikan telah ada Laporan dari Tim 
Asesmen Terpadu (TAT), baik itu laporan 
dari tim hukum maupun tim medik yang 
menerangkan bahwa tersangka tidak terlibat 
dalam peredaran narkotika dan tersangka 
dapat di rehabilitasi dalam jangka waktu 
tertentu. Sedangkan perkara Nomor 
398/Pid.Sus/2014/PN Pal, pada tingkat 
penyidikan tidak ada laporan dari Tim 
Asesmen Terpadu (TAT), baik itu laporan 
dari tim hukum maupun tim medik yang 
menerangkan bahwa, tersangka terlibat atau 
tidak terlibat dalam peredaran narkotika dan 
jangka waktu rehabilitasi. Hal ini, dapat 
dimaknai terdapat perbedaan penegakan 
hukum antara perkara Nomor 288/Pid.Sus/ 
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2014/PN Pal, 289/Pid.Sus/2014/PN Pal 
dengan 398/Pid.Sus/2014/PN Pal. Perbedaan 
penegakan hukum ini, jika dikaitkan dengan 
Teori Keadilan seharusnya Penyidik 
memperlakukan sama terhadap semua 
tersangka untuk mendapatkan laporan dari 
Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang 
menerangkan ada atau tidaknya keterlibatan 
terdakwa dalam peredaran narkotika dan 
jangka waktu rehabilitasi. Hal ini juga sejalan 
dengan prinsip equality before the law 
(perlakuan yang sama di depan hukum). 
Kedua, pada tingkat penuntutan 
seharusnya Penuntut Umum mengembalikan 
berkas perkara terhadap perkara nomor 
398/Pid.Sus/2014/PN Pal karena 
kekuranglengkapan berkas perkara. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 110 Ayat (2) KUHAP 
yang menyebutkan, “Dalam hal penuntut 
umum berpendapat bahwa hasil penyidikan 
tersebut ternyata masih kurang lengkap, 
penuntut umum segera mengembalikan 
berkas perkara itu kepada penyidik disertai 
petunjuk untuk dilengkapi”. Jika dalam 
jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak 
melengkapi dan mengembalikan berkas 
tersebut kepada penyidik, maka berkas 
tersebut dianggap sudah lengkap. Dalam 
putusan perkara Nomor 398/Pid.Sus/2014/PN 
Pal, tersangka di disangka dengan Pasal 127 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. Jika disangka dengan 
pasal tersebut, maka penuntut umum harus 
membuatkan laporan dari Tim Asesmen 
Terpadu (TAT), namun ternyata pecandu 
rehabilitasi tidak dibuatkan laporan dari Tim 
Asesmen Terpadu. Sehingga jelas terlihat 
dari segi penyidikan dan penuntutan telah 
terjadi disparitas. 
Ketiga, dalam hal pemeriksaan perkara, 
seharusnya hakim meminta kepada Penuntut 
Umum untuk menghadirkan ahli baik itu dari 
tim hukum maupun dari tim medik 
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Angka 
28 KUHAP, menyatakan bahwa, 
“Keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan 
untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan”. 
Sehubungan dengan itu, Pasal 75 huruf c 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, juga memerintahkan 
untuk memanggil orang untuk didengar 
keterangannya sebagai saksi. Akan tetapi, 
dalam perkara putusan Nomor 
398/Pid.Sus/2014/PN Pal hakim tidak 
memerintahkan Penuntut Umum untuk 
memanggil ahli. 
Dari segi keadilan prosedural putusan-
putusan ini, hakim tidak memberikan 
kesempatan yang sama untuk membela. 
Harusnya hakim aktif memerintahkan untuk 
menghadirkan ahli sehingga terang sebuah 
perkara apakah tersangka sebagai 
penyalahguna atau pengedar. Faktanya hakim 
tidak memberikan hak yang sama dengan 
tidak memperlakukan sama untuk beberapa 
terdakwa. Dari segi Substansi (keadilan 
Substantif), dalam perkara nomor 
398/Pid.Sus/2014/PN Pal, meskipun hakim 
tidak mendapatkan laporan dari Tim 
Asesmen Terpadu (TAT), baik itu laporan 
dari tim hukum maupun tim medik, hakim 
harus mengacu pada ketentuan Pasal 127 
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, 
hakim menerapkan asas kepastian hukum dan 
mengabaikan asas keadilan hukum di mana 
seharusnya asas keadilan hukum yang harus 
diutamakan. Disamping itu, hakim juga tidak 
progresif dalam menerapkan pidana. 
Sedangkan perkara nomor 288/Pid.Sus/ 
2014/PN Pal,  289/Pid.Sus/2014/PN Pal 
hakim tidak cukup mempertimbangkan 
alasan mengapa terdapat perbedaan jangka 
waktu rehabilitasi. Padahal di dalam laporan 
Tim Asesmen Terpadu (TAT), jangka 
waktunya jelas sama. Hakim tidak konsisiten 
atas laporan Tim Asesmen Terpadu dan 
kurang pertimbangan hukum (Onvoldoende 
Gemotiveerd). 
Dari kedua putusan ini, menurut hemat 
penulis bahwa hakim tidak konsisten 




terhadap laporan hasil Tim Asesmen Terpadu 
(TAT), jika TAT mengatakan rehabilitasi 10 
bulan, maka semuanya harus direhabilitasi 
selama 10 bulan tidak boleh berbeda. Selain 
itu, kurang pertimbangan hukum menegenai 
perbedaan lama rehabilitasi. Dari kesemua 
putusan yang dianalisa oleh penulis, jelas 
terlihat pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan persidangan serta substansi hukum, tidak 
menerapkan prinsip keadilan. Hakim lebih 
mengutamakan prinsip kepastian hukum. 
Hakim memang bebas dalam 
memeriksa dan mengadili suatu perkara 
sehingga tidak bisa diintervensi oleh apapun. 
Dengan berdasar kepada prinsip kebebasan 
kemerdekaan hakim akan melahirkan 
berbagai macam bentuk putusan hakim 
khususnya terhadap perkara pidana dalam hal 
pemidanaan yang dalam hal ini berkaitan 
dengan perkara tindak pidana narkotika. 
Perbedaan penerapan hukum hakim terhadap 
penyalahguna narkotika lebih didasarkan 
pada ketidakjelasan pengaturan di dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, apakah penyalahguna 
narkotika itu direhabilitasi atau di hukum. 
Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 
127. Pasal ini mensyaratkan bahwa 
penyalahguna adalah dihukum namun 
diketentuan yang lain bahwa penyahguna 
juga direhabilitasi. Dari kedua pengaturan 
yang berbeda terhadap satu pemidanaan 
mengakibatkan hakim di dalam menerapkan 
hukum berbeda pula. Akan tetapi, perbedaan 
ini harus dimaknai dan harus digunakan 
pendekatan normatif, yakni Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 
Narkotika, Perma Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 
Badan Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam 
Lembaga Rehabilitasi yang berkaitan dengan 
syarat dan tata cara seseorang dapat di 
rehabilitasi. 
Jika mengacu pada ketentuan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009, PP dan 
Perma seharusnya, hakim sebelum 
menjatuhkan putusan harus mengidentifikasi 
secara cermat apakah pelaku ini terlibat di 
dalam peredaran narkotika atau tidak, apakah 
pelaku ini murni penyalahguna narkotika dan 
apakah pelaku ini korban daripada tindak 
pidana narkotika atau tersangka merupakan 
pecandu narkotika. Dengan mengidentifikasi 
berbagai hal ini di muka persidangan dengan 
baik dan teliti dengan menggunakan 
pendekatan normatif maka seharusnya 
putusan hakim, kalau terdapat perbedaan atau 
disparitas, harus disparitas yang tidak 
mencolok dari segi pemidanaan atau 
penerapan hukumnya. Tetapi faktanya, dalam 
perkara-perkara yang di analisa oleh penulisi 
ternyata terdapat perbedaan yang sangat 
tajam. Ada kasus yang direhabilitasi ada 
kasus yang dihukum. Dalam kasus yang 
direhabilitasi pun terdapat perbedaan 
penerapan rehabilitasi. Padahal kasusnya 
sama dan Tim Asesmen Terpadunya sama. 
 
B. Upaya Meminimalisir Disparitas 
Pemidanaan Dalam Tindak Pidana 
Narkotika 
Hakim setelah menerima berkas 
perkara kemudian menyidangkan perkara 
tersebut, apabila terhadap pelaku (terdakwa) 
yang didakwa melanggar Pasal 127 hakim 
meminta kepada Penuntut Umum untuk 
meminta kepada Tim Asesmen Terpadu 
(TAT), baik itu tim hukum maupun tim 
medik untuk melengkapi dokumen laporan 
hasil TAT. Apabila tidak terdapat dokumen 
hasil laporan sebagai alat bukti surat, 
Penuntut Umum dapat menghadirkan ahli 
baik itu dari tim hukum maupun tim medik 
untuk menerangkan bahwa terdakwa ini 
terlibat atau tidak dalam peredaran narkotika. 
Apabila tidak terlibat, dan terdakwa ini 
merupakan penyalahguna, tingkatannya 
seperti apa. Meskipun tanpa TAT secara 
tertulis dalam berkas perkara apabila 
didengar keterangannya di muka persidangan 
maka mereka dipandang sebagai ahli dan 
dapat digunakan dasarnya untuk 
mempertimbangkan terdakwa ini dapat 
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direhabilitasi sesuai dengan Pasal 1 Angka 28 
KUHAP. Hakim juga harus memiliki 
pemahaman dan prinsip yang sama bahwa 
Penyalahguna adalah korban, mereka adalah 
orang sakit yang harus disembuhkan. Apabila 
penyalahguna terlibat juga dalam peredaran 
narkotika, maka bagi yang bersangkutan 
terdapat pemisahan. Apabila ia terlibat, ia 
tetap dihukum, tetapi hukumannya itu di 
dalam rehabilitasi. Jika rehabilitasinya sudah 
selesai atau sudah sembuh, ia akan kembali 
dihukum di Lembaga Pemasyarakatan. 
Hukum tetap ditegakan untuk pengedar 
namun dia punya hak untuk direhabilitasi. 
Diskresi hakim sangat mungkin 
disalahgunakan sehingga pedoman 
pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik 
membatasi kebebasan hakim. KUHP 
sebenarnya sudah memuat sejumlah 
pedoman, seperti Pasal 14a, pasal 63-71, dan 
Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah 
guidelines yang wajib dipertimbangkan 
hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: 
kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan 
tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin 
pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana 
dilakukan berencana, cara melakukan tindak 
pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah 
melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan 
keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh 
pidana terhadap masa depan pelaku, 
pengaruh pidana terhadap masa depan korban 
atau keluarga korban, maaf dari korban/ 
keluarga, dan pandangan masyarakat 
terhadap tindak pidana yang dilakukan. Oleh 
karena itu, diperlukan instrumen hukum atau 
pedoman pemidanaan yang dapat mengikat 
para hakim sebagai batasan/petunjuk 
mengenai cara pandang tentang penilaian 
terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah 
Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif 
harus memperhatikan putusan-putusan 
Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan 
banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi 
atas putusan-putusan yang secara signifikan 
berpotensi menimbulkan disparitas 
pemidanaan yang mencolok. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang dijabarkan 
dalam bab pembahasan, maka hasil penelitian 
dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Independensi Hakim berpengaruh 
terhadap lahirnya Disparitas Pemidanaan. 
Dalam menjatuhkan pemidanaan hakim 
bebas dari intervensi pihak manapun, 
hakim bebas menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai keadilan serta wajib 
pula menilai sifat baik dan jahat masing-
masing calon terpidana secara subjektif, 
sehingga dengan model ancaman pidana 
yang diterapkan di Indonesia, maka 
Disparitas Pemidanaan tidak dapat 
dihindari. 
2. Upaya untuk meminimalisir terjadinya 
disparitas pemidanaan, hakim harus 
memiliki pemahaman dan prinsip yang 
sama dalam menentukan pemidanaan. 
 
Rekomendasi   
Adapun saran dari hasil penelitian ini 
sebagai berikut   
1. Hakim harus memiliki pemahaman dan 
prinsip yang sama bahwa Penyalah Guna 
adalah korban, mereka adalah orang sakit 
yang harus disembuhkan. Selain itu juga, 
Hakim harus lebih mengedepankan asas 
Keadilan Hukum daripada asas Kepastian 
Hukum serta progresif dalam melihat dan 
memutuskan perkara pidana. 
2. Diperlukan instrumen pedoman hukum 
yang dapat mengikat para hakim sebagai 
batasan/petunjuk mengenai cara pandang 
tentang penilaian terhadap suatu 
persoalan, serta Mahkamah Agung 
sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus 
memperhatikan putusan-putusan Hakim 
pada peradilan Tingkat Pertama dan 
banding untuk selanjutnya dilakukan 
koreksi atas putusan-putusan yang secara 
signifikan berpotensi menimbulkan 
disparitas pemidanaan yang mencolok. 
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